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Abstract: Fiscal decentralization can be considered as intergovernmental financial assistance 
within a state. This assistance is commonly called intergovernmental financial transfer that is 
transfer of fund from a level of government to another level. Generally, the transfer is usually 
occurred from a higher level of government the lower counterpart of a single state. The re-
search is conducted to prove that Flypaper Effect has occurred in fiscal decentralization policy. 
The research finds that regional governments use the transfer for increasing their expenditures 
without raising the tax. The impact which is occurred from correlation of financial transfer by 
central government toward the income and expenditure of regional governments shows 
flypaper effect indication in the implementation of fiscal decentralization. In that case, the 
effect to the increase in regional expenditure is bigger than the effect toward its income. This is 
showing that transfer of the fund has caused the increase in vertical fiscal imbalance. Transfer 
of funds encourages the increase in the expenditure of autonomous regions. 
Keywords: fiscal decentralization, intergovernmental transfer, vertical fiscal imbalance, fly-
paper effect 

Abstrak: Desentralisasi fiskal dapat dipandang sebagai bantuan keuangan antarpemerintah 
dalam suatu negara. Bantuan keuangan ini sering disebut sebagai transfer keuangan antar 
pemerintahan, yaitu transfer dana dari satu tingkat pemerintahan ke tingkat pemerintahan 
yang lain. Kebanyakan transfer dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat peme-
rintahan yang lebih rendah dalam suatu negara. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan 
terjadinya fenomena Flypaper Effect dalam kebijakan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah 
dalam menerima transfer/hibah dipergunakan untuk meningkatkan pengeluarannya tanpa ha-
rus meningkatkan pajak daerah. Terjadinya pengaruh dari semestinya dalam hubungan 
transfer keuangan pemerintah pusat terhadap sisi penerimaan ataupun sisi pengeluaran pe-
merintah daerah membuktikan adanya gejala flypaper effect dalam pelaksanaan desentralisasi 
fiskal; yang mana efek peningkatan pada pengeluaran lebih besar dari efek terhadap pen-
dapatan daerah. Hal ini dapat dibuktikan oleh adanya transfer dana perimbangan telah me-
nimbulkan terjadinya ketimpangan fiskal (vertikal fiscal imbalance) menjadi lebih besar. Dana 
transfer mendorong peningkatan pengeluaran daerah otonom menjadi semakin besar. 
Kata kunci: desentralisasi fiskal, intergovernmental transfer, ketimpangan fiskal vertikal, 
flypaper effect 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini telah terjadi dorongan yang kuat 
bagi negara-negara berkembang dan transisi 
untuk melakukan kebijakan desentralisasi seba-

gai upaya melepaskan diri dari ketidakefektifan 
dan ketidakefisiensian pemerintahan, ketidak-
stabilan makroekonomi, serta rendahnya per-
tumbuhan ekonomi (Martinez dan McNab. 
2005). Menurut Bird (1995), tuntutan mengenai 
perlunya kebijakan desentralisasi fiskal telah 
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menjadi fenomena yang mengglobal pada ne-
gara-negara maju maupun negara berkembang 
guna membenahi sistem keuangan pemerintah 
daerah dan perimbangan keuangan pusat dan 
daerah. 

Kebijakan desentralisasi merupakan suatu 
refleksi dalam proses reformasi politik, sosial 
budaya, dan ekonomi, sehingga perubahan 
politik dan sosial budaya terutama di negara-
negara berkembang telah diwarnai dengan ke-
cenderungan pergeseran pelayanan publik dari 
wewenang pemerintah pusat beralih menjadi 
wewenang tingkat pemerintah yang lebih dekat 
dengan masyarakat. Oleh karena itu, desen-
tralisasi merupakan sebuah alat untuk menca-
pai salah satu tujuan bernegara dalam mem-
berikan pelayanan publik yang lebih baik dan 
menciptakan proses pengambilan keputusan 
publik yang lebih demokratis.  

Desentralisasi sesungguhnya memiliki arti 
perpindahan kekuasaan politik, fiskal, dan ad-
ministratif dari pemerintah pusat ke unit-unit 
pemerintah subnasional, sehingga kerangka 
desentralisasi harus menghubungkan penda-
naan lokal dan otoritas fiskal dengan tanggung 
jawab dan fungsi penyediaan layanan dari pe-
merintah lokal agar para politisi lokal dapat 
menanggung biaya keputusan mereka dan 
menyampaikan janji-janji mereka (Degefa, 2003). 

Sebagai upaya penyediaan barang publik, 
kebijakan desentralisasi fiskal dapat dipandang 
sebagai transfer keuangan dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah subnasional. Peme-
rintah subnasional adalah tingkat pemerintahan 
yang lebih rendah dalam suatu negara. Menu-
rut Boex (2001) menyatakan bahwa transfer 
keuangan dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah subnasional diwujudkan dalam 
bentuk transfer Dana Alokasi Umum (DAU) 
dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan 
menurut Hamid (2003), desentralisasi fiskal di 
Indonesia diwujudkan dalam bentuk dana pe-
rimbangan, yang meliputi transfer Bagi Hasil, 
DAU dan DAK dari pemerintah pusat kepada 
daerah otonom.   

Sejak pelaksanaan desentralisasi fiskal ta-
hun 2001, dana yang dialokasikan ke daerah 
yang diwujudkan dalam bentuk dana perim-
bangan, terutama Dana Bagi Hasil (DBH), Dana 
Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khu-

sus (DAK) telah mengalami peningkatan. 
Secara nasional dana yang dialokasikan ke 

daerah pada tahun 2002-2003 tidak hanya da-
lam bentuk dana perimbangan saja, tetapi juga 
dana otonomi khusus dan penyeimbang. Reali-
sasi belanja daerah pada tahun 2001 mencapai 
Rp81,1 triliun (5,6 persen terhadap PDB), maka 
pada tahun 2002 meningkat menjadi Rp98,5 
triliun (6,1 persen terhadap PDB), atau 21,5 per-
sen lebih tinggi. Sementara dalam APBN tahun 
2003, belanja untuk daerah menjadi Rp116,9 
triliun (6,0 persen terhadap PDB), atau mening-
kat sebesar 18,7 persen dari realisasi belanja 
untuk daerah tahun sebelumnya. Sejalan de-
ngan peningkatan realisasi belanja untuk 
daerah, maka realisasi dana perimbangan mau-
pun realisasi dana otonomi khusus dan penye-
imbang juga cenderung meningkat (Depar-
temen Keuangan, 2004). 

Realisasi dana perimbangan, terdiri dari 
realisasi dana bagi hasil, realisasi dana alokasi 
umum, dan realisasi dana alokasi khusus. Pene-
rimaan negara yang dibagihasilkan ke daerah 
melalui APBN meliputi DBH perpajakan dan 
DBH sumber daya alam (SDA), DBH perpajak-
an berasal dari pajak penghasilan, khususnya 
PPh Pasal 21 dan 25/29 orang pribadi, pajak 
bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak 
atas tanah dan bangunan. Sementara itu, DBH 
SDA meliputi DBH SDA minyak bumi, SDA 
gas alam, SDA pertambangan umum, SDA ke-
hutanan, dan SDA perikanan.  

Sejak diberlakukannya Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 1999 dan PP Nomor 104 Ta-
hun 2000, alokasi untuk daerah dari bagi hasil 
minyak bumi dan gas alam masing-masing 
ditetapkan 15 persen dan 30 persen setelah di-
kurangi pajak. Namun, sejalan dengan disah-
kannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Daerah 
Istimewa Aceh sebagai provinsi Nangroe Aceh 
Darussalam (NAD) dan Undang-Undang No-
mor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
bagi provinsi Papua, besarnya alokasi dana 
bagi hasil dari penerimaan minyak bumi dan 
gas alam untuk kedua provinsi tersebut 
masing-masing ditetapkan sebesar 70 persen 
setelah dikurangi pajak. Dengan perkembangan 
tersebut, dalam tahun 2002 realisasi dana bagi 
hasil mencapai Rp25,0 triliun, atau meningkat 
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sebesar 25,0 persen dari realisasi tahun 2001 
yang sebesar Rp20,0 triliun. Sementara itu, 
dalam APBN tahun 2003, dana bagi hasil 
ditetapkan sebesar Rp27,9 triliun atau mening-
kat 11,6 persen dibandingkan dengan realisasi 
dana bagi hasil tahun 2002. 

Pada tahun 2002, realisasi dana alokasi 
umum mencapai Rp69,1 triliun atau meningkat 
sebesar 14,4 persen dari realisasi DAU tahun 
2001, yang sebesar Rp60,4 triliun. Sementara 
itu, dalam APBN tahun 2003, dana alokasi 
umum ditetapkan sebesar Rp77,0 triliun atau 
meningkat 11,4 persen bila dibandingkan de-
ngan realisasi DAU tahun 2002. Peningkatan 
DAU tersebut sejalan dengan peningkatan 
penerimaan dalam negeri bersih. Sedangkan 
penyaluran DAU untuk masing-masing daerah 
setiap bulannya ditetapkan sebesar seperdua-
belas dari pagu yang tercantum dalam alokasi 
DAU sebagaimana diatur dalam Keppres No-
mor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi 
Umum Daerah provinsi dan Daerah Kabupa-
ten/Kota Tahun Anggaran 2001. 

Dana Alokasi Khusus (DAK) disediakan 
kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan 
yang bersifat khusus. Pada awalnya, DAK yang 
disediakan bagi daerah seluruhnya bersumber 
dari Dana Reboisasi (DR) yang dialokasikan 
sebesar 40 persen dari penerimaan dana reboi-
sasi. Namun, mulai tahun 2003 selain untuk 
membiayai kegiatan reboisasi di daerah peng-
hasil. DAK juga diberikan dalam bentuk DAK 
Non-DR untuk membiayai kegiatan bidang-
bidang lain, seperti bidang pendidikan, kese-
hatan, infrastruktur, dan prasarana pemerintah-
an daerah pemekaran. Dalam tahun 2002, reali-
sasi DAK DR mencapai Rp0,6 triliun atau 
menurun sebesar 14,3 persen dari realisasi 
tahun 2001 sebesar Rp0,7 triliun. Sementara itu, 
dalam APBN tahun 2003 DAK DR ditetapkan 
sebesar Rp0,3 triliun atau menurun 50,0 persen 
dibandingkan dengan realisasi DAK DR tahun 
2002. Penurunan tersebut disebabkan oleh ber-
kurangnya penerimaan dana reboisasi dari dae-
rah penghasil. Sementara itu, DAK Non-DR 
dalam APBN tahun 2003 ditetapkan sebesar 
Rp2,3 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari DAK 
Non-DR bidang pendidikan 27,5 persen, bidang 
kesehatan 16,5 persen, bidang infrastruktur 52,0 
persen, dan bidang prasarana pemerintahan 

daerah pemekaran 3,9 persen (Departemen 
Keuangan, 2004). 

Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 1999, besarnya dana alokasi 
umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 
25 persen dari penerimaan dalam negeri bersih, 
yaitu penerimaan dalam negeri setelah diku-
rangi dengan dana bagi hasil dan DAK yang 
bersumber dari dana reboisasi. DAU diberikan 
kepada daerah dengan tujuan untuk mencipta-
kan pemerataan antardaerah berdasarkan per-
timbangan bahwa potensi fiskal dan kebutuhan 
dari masing-masing daerah berbeda. Dengan 
kata lain, DAU berperan untuk mengatasi ke-
senjangan horisontal (horizontal imbalance) 
antardaerah.  

Berdasarkan beberapa pertimbangan dan 
pemikiran tersebut, maka perlu dilakukan 
penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh trans-
fer dana perimbangan terhadap upaya menu-
tup kesenjangan fiskal pada setiap daerah 
otonom.  

Atas dasar beberapa pemikiran pada latar 
belakang di atas, maka permasalahan dalam 
penelitian ini adalah bagaimanakah dampak 
transfer dana perimbangan dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah otonom teru-
tama pada kabupaten dan kota terhadap upaya 
pemerintah dalam menutup kesenjangan fiskal 
vertikal (vertical fiscal imbalance)?  

Tujuan penelitian ini secara umum adalah 
untuk mengetahui dan mengkaji secara teoritik 
dan komprehensif pengaruh transfer dana 
perimbangan dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah otonom kabupaten dan kota 
terhadap fenomena Flypaper effect. Penelitian ini 
secara fokus mengkaji dampak pemerintah 
pusat melakukan transfer dana perimbangan 
sebagai upaya menutup kesenjangan fiskal ver-
tikal (vertical fiscal imbalance) pada setiap daerah 
otonom. 

Konsep dan Pengertian Desentralisasi. 
Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk 
mencapai salah satu tujuan bernegara dalam 
memberikan pelayanan publik yang lebih baik 
dan menciptakan proses pengambilan keputus-
an publik yang lebih demokratis. Desentralisasi 
merupakan wujud pelimpahan kewenangan 
kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan 
pembelanjaan, kewenangan memungut pajak 
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(taxing power), terbentuknya dewan yang dipilih 
oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh 
rakyat dan adanya bantuan dalam bentuk 
transfer dari pemerintah. 

Desentralisasi menyangkut berbagai ben-
tuk dan dimensi yang beragam, baik aspek fis-
kal, politik, administrasi dan sistem pemerin-
tahan, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Secara 
umum konsep desentralisasi terdiri atas: Desen-
tralisasi politik (Political decentralization); De-
sentralisasi administratif (Administrative decen-
tralization); Desentralisasi fiskal (Fiscal decentra-
lization) dan Desentralisasi ekonomi (Economic 
or Market Decentralization) (Sidik, 2002). 

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 dinya-
takan bahwa desentralisasi adalah penyerahan 
wewenang pemerintahan oleh pemerintah 
kepada daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut 
Studi Bank Dunia yang dilakukan Rondinelli, 
desentralisasi dapat dibagi menjadi empat jenis, 
yaitu: 
(1) Dekonsentrasi (De-concentration), yaitu pe-
limpahan wewenang dari pemerintah pusat 
kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki 
dengan pemerintah pusat di daerah. 
(2) Pendelegasian (Delegation), yaitu pelimpah-
an wewenang untuk tugas tertentu kepada or-
ganisasi yang berada di luar struktur birokrasi 
reguler yang dikontrol secara tak langsung oleh 
pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang ini 
biasanya diatur dengan ketentuan perundang-
an. Pihak yang menerima wewenang mempu-
nyai kekuasaan (discretion) dalam penyeleng-
garaan pendelegasian tersebut, walaupun we-
wenang terakhir tetap pada pihak pemberi 
wewenang (Sovereign authority). 
(3) Devolusi (Devolution), yaitu pelimpahan 
wewenang kepada tingkat pemerintahan yang 
lebih rendah dalam bidang keuangan atau tu-
gas pemerintahan dan pihak pemerintah dae-
rah mendapat discretion yang tidak dikontrol 
oleh pemerintah pusat. Dalam hal tertentu di-
mana pemerintah daerah belum sepenuhnya 
mampu melaksanakan tugasnya, pemerintah 
pusat akan memberikan supervisi secara tidak 
langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Da-
lam melaksanakan tugasnya, pemerintah dae-
rah memiliki wilayah administratif yang jelas 

dan legal dan diberikan kewenangan sepenuh-
nya untuk melaksanakan fungsi publik, meng-
gali sumber-sumber penerimaan serta menga-
tur penggunaannya, serta;  
(4) Privatization yaitu pelimpahan wewenang 
kepada organisasi non pemerintah atau swasta. 
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pe-
luang bagi organisasi tersebut untuk ambil 
bagian secara nyata dalam proses pembangu-
nan nasional. Gagasan ini lebih menonjol dalam 
rangka debirokratisasi dalam arti pengambilan 
keputusan untuk melaksanakan fungsi-fungsi 
tertentu dengan melibatkan organisasi-organi-
sasi non pemerintah. 

Menurut Bird dan Vaillancourt (1998), ser-
ta Martinez dan McNab (2003), desentralisasi 
secara umum didefinisikan sebagai proses 
transfer kekuasaan dalam membuat keputusan 
pada pemerintahan subnasional. Selanjutnya 
menurut Campo dan Sundaram (2002); Sidik 
(2002); Martinez dan McNab (1997), menyata-
kan bahwa desentralisasi dapat dibedakan 
menjadi: 
(1) Desentralisasi geografis atau desentralisasi 
teritorial, yakni pembagian suatu wilayah men-
jadi wilayah-wilayah yang lebih kecil dengan 
kewenangan yurisdiksi yang jelas di antara 
daerah-daerah tersebut;  
(2) Desentralisasi fungsional yakni pendistribu-
sian kewenangan dan tanggungjawab negara 
kepada unit-unit fungsional yang berbeda-beda 
dalam suatu pemerintahan;  
(3) Desentralisasi politik dan administrasi. De-
sentralisasi politik berkenaan dengan kewe-
nangan pembuatan keputusan yang bergeser 
dari pemerintah yang lebih tinggi ke tingkat 
pemerintahan yang lebih rendah. Dalam kon-
teks ini partisipasi masyarakat lokal dalam pro-
ses pembuatan keputusan mendapat peluang 
yang sangat luas. Sedangkan desentralisasi ad-
ministrative erat kaitannya dengan desentrali-
sasi politik, bahkan secara faktual keduanya 
sulit dibedakan. Namun lebih difokuskan pada 
operasionalisasi atau implementasi kebijakan/ 
keputusan publik agar berhasil secara optimal.  
(4) Desentralisasi finansial, yakni berkaitan de-
ngan pelimpahan tanggung jawab pembelan-
jaan dan pendapatan dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah. 

Menurut Rondinelli (2001) desentralisasi 
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didefinisikan sebagai transfer wewenang dan 
tanggungjawab dalam fungsi-fungsi publik dari 
pemerintah pusat kepada organisasi pemerin-
tahan yang ada di bawahnya ataupun kepada 
sektor swasta. Desentralisasi ini dapat dibeda-
kan menjadi desentralisasi politik, administra-
tif, fiskal, dan pasar. Desentralisasi politik ber-
tujuan untuk memberikan kewenangan yang 
lebih besar kepada warga masyarakat dan 
wakil pemilih dalam pengambilan keputusan 
publik. Desentralisasi administratif bertujuan 
untuk mendistribusikan kekuasaan, tanggung 
jawab, dan sumber-sumber finansial guna pen-
yediaan pelayanan publik di antara berbagai 
tingkat pemerintahan yang berbeda. Desen-
tralisasi fiskal merupakan suatu tanggung 
jawab finansial yang merupakan komponen 
utama dalam desentralisasi. Jika pemerintah 
lokal dan organisasi privat dapat melaksanakan 
fungsi-fungsi desentralisasi secara efektif, maka 
mereka harus mempunyai penerimaan yang 
memadai, ditingkatkan secara lokal atau di-
transfer dari pemerintah pusat, demikian hal-
nya dengan otoritas untuk membuat kepu-
tusan-keputusan tentang pengeluaran. Desen-
tralisasi ekonomi atau pasar adalah bentuk de-
sentralisasi yang paling lengkap dari perspektif 
pemerintahan. Tipe desentralisasi ini dapat di-
lakukan dalam bentuk privatisasi dan deregu-
lasi; yaitu pergeseran tanggung jawab untuk 
fungsi-fungsi dari sektor publik kepada sektor 
privat. 

Tujuan Desentralisasi Fiskal. Pelaksanaan 
desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang 
didasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbang-
an Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 
(diganti menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan 
UU No. 33 Tahun 2004) memberikan kewe-
nangan yang luas dan nyata kepada pemerin-
tah daerah untuk mengelola dan mengatur 
sumberdaya sesuai dengan kepentingan masya-
rakat daerahnya, sehingga pemerintah daerah 
berwenang untuk menetapkan prioritas pemba-
ngunan sesuai dengan potensi dan sumberdaya 
yang dimilikinya. 

Misi utama kebijakan desentralisasi fiskal 
adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas 
pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, 

terciptanya efektifitas dan efisiensi pengelolaan 
sumberdaya daerah serta menciptakan ruang 
bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
proses pembangunan (Mardiasmo, 2001). 
Alasan lainnya, desentralisasi fiskal didorong 
karena adanya desakan untuk menyediakan 
pelayanan-pelayanan pemerintahan yang lebih 
efisien dan aspiratif (Rao, 2000). 

Menurut Hamid (2003), Martinez dan 
Boex, (2001a) menyatakan bahwa salah satu 
tujuan dari kebijakan desentralisasi fiskal ada-
lah memperbaiki ketimpangan fiskal vertikal 
(vertical fiscal imbalance). Kebijakan ini meng-
hendaki adanya tanggungjawab fiskal yang 
seimbang antara pemerintah pusat dan daerah. 
Hal ini sesuai teori tradisional federalisme 
fiskal yang mengidentifikasi terhadap tiga 
peranan utama untuk sektor publik (Fjeldstad, 
2001; Bank Dunia, 2000a; Smoke, 2001) yaitu 
peranan stabilisasi ekonomi makro, distribusi 
pendapatan dan alokasi sumberdaya. Teori ini 
menyebutkan dengan pasti bahwa tugas sta-
bilisasi ekonomi makro dan distribusi merupa-
kan tanggung jawab pemerintah nasional 
dengan memberikan peranan signifikan dalam 
mengalokasikan sumberdaya kepada pemerin-
tah subnasional, Fisher (1996) menyatakan 
bahwa transfer (hibah) dapat dipergunakan 
diantaranya untuk tujuan mekanisme stabilisasi 
makroekonomi bagi sektor pemerintah sub-
nasional.  

Instrumen Desentralisasi. Menurut Prud’-
homme (2001) setidaknya terdapat lima instru-
men untuk mencapai tujuan desentralisasi, yai-
tu:  
Pertama, pengalokasian tanggung jawab. Ba-
rang dan jasa publik sebaiknya disediakan oleh 
pemerintah. Hanya masalahnya, pada tingkat 
pemerintahan mana barang dan jasa publik ter-
sebut harus disediakan oleh mereka. Contoh-
nya adalah masalah pendidikan yang perlu 
mendapatkan perhatian baik pemerintah dae-
rah maupun pusat. Pengalokasian tanggung 
jawab adalah berkaitan dengan masalah pem-
bagian tanggung jawab yang jelas antara peme-
rintah pusat dengan tingkat pemerintahan oto-
nom yang berada di bawahnya.  
Kedua, alokasi pajak. Barang-barang dan jasa 
publik setidaknya sebagian besar harus tersedia 
secara gratis, yang dibiayai dengan pajak. Ada 
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sejumlah pajak yang dibatasi, seperti pajak-
pajak pendapatan pribadi, pajak pendapatan 
perusahaan, pajak pertamabahan nilai, pajak 
properti, dan sebagainya. Untuk beberapa pajak 
bisa dialokasikan secara terus menerus pada 
beberapa tingkat pemerintahan. Alokasi dalam 
penetapan pajak pada daerah perdesaan meru-
pakan permasalahan yang sulit. Hal ini dikare-
nakan daerah perdesaan biasanya sangat 
miskin. Desa-desa mempunyai obyek/wajib 
pajak yang sangat sedikit dan mereka hanya 
dapat membayar dengan tarif pajak yang 
sangat rendah. Pajak pendapatan dan pajak 
upah secara perorangan tidak layak untuk 
dikenakan kepada masyarakat desa; hanya 
sedikit masyarakat yang mendapatkan upah 
dan pendapatan yang sangat rendah dan 
kebanyakan tidak dapat ditelusuri. Pajak pada 
barang-barang konsumsi juga tidak pantas 
untuk dikenakan kepada masyarakat perdesa-
an. Faktor penyebab utama adalah karena keba-
nyakan apa yang diproduksikan oleh masya-
rakat desa, secara umum dikonsumsikan sendi-
ri atau diperdagangkan secara barter, dan 
sangat sulit, kalau tidak dikatakan impossible 
untuk ditaksir.  

Pajak-pajak pada barang-barang yang di-
gunakan sebagai input untuk produksi perta-
nian seperti pupuk sangat kecil peranannya 
karena output pertanian juga lebih rendah. 
Seharusnya pajak-pajak pada produksi barang 
pertanian dapat dikesampingkan; pajak-pajak 
itu proporsional, tidak regresif; pajak-pajak itu 
dapat mengurangi output pertanian jika men-
ciptakan efek harga (harga lebih rendah, output 
lebih rendah), tetapi sering juga meningkatkan 
output jika ada efek pendapatan (output yang 
lebih banyak mempertahankan tingkat penda-
patan yang sama). Ada kesulitan juga untuk 
menaksir pajak tanah, tetapi pajak tanah paling 
sedikit merusak bentuk pajak, karena pajak 
tersebut tidak cukup mengecilkan peranan 
output.  
Ketiga, sistem transfer. Teori standar tentang 
desentralisasi menganggap bahwa tanggung 
jawab dan pajak akan didesentralisasikan seca-
ra bersama-sama, dan setiap tingkat pemerin-
tahan akan membiayai pengeluarannya sendiri. 
Dalam banyak negara, tanggung jawab lebih 
didesentralisasikan dari pada pajak dan pem-

biayaan ditransfer dari pemerintah pusat ke 
pemerintah subnasional. Hal ini dapat dilaku-
kan dengan banyak cara dan sistem transfer 
antarpemerintahan dapat dirancang.  
Keempat, kontrol pemerintah pusat, Desentrali-
sasi adalah tentang pemindahan kekuasaan 
dari pemerintah pusat ke pemerintah sub-
nasional. Pemindahan kekuasaan (transfer) ini 
bukan secara total maupun sempurna. Di 
manapun juga, pemerintahan pusat menguasai 
beberapa bentuk dari kontrol atas apa yang 
pemerintah pusat lakukan dalam kaitan dengan 
pengeluaran, pinjaman, perpajakan, pengang-
garan, accounting, pelaporan, audit, dan lain-
lain.  
Kelima, peraturan pemilihan pemerintah lokal. 
Tidak ada desentralisasi tanpa kebebasan secara 
relatif dan respons pemerintah lokal secara 
politis. Aturan-aturan yang mengatur tentang 
bentuk dan fungsi pemerintah lokal adalah 
bagian yang integral dari desentralisasi. Hal ini 
termasuk aturan-aturan pemilihan (bagaimana 
memilih dewan dan walikota, untuk berapa 
lama, berapa banyak waktu yang dibutuhkan), 
tetapi juga aturan-aturan administrasi seperti 
bagaimana pengajuan anggaran dan implemen-
tasinya. Hal lainnya menyangkut struktur sub-
nasional seperti berapa banyak tingkat peme-
rintahan, berapa luas wilayah, penduduk, pro-
vinsi dan kabupaten/kota. 

Kebijakan Desentralisasi dan Flypaper 
Effect Theory. Tujuan utama pemerintah pusat 
memberikan transfer keuangan adalah mem-
bantu meningkatkan permintaan agregate peme-
rintah lokal melalui peningkatan pengeluaran-
nya. Kebijakan transfer keuangan ini banyak 
dialamatkan bagi daerah-daerah yang secara 
ekonomi masih miskin sehingga transfer ke-
uangan dapat dianggap sebagai subsidi bagi 
masyarakat lokal. Menurut Hines dan Thaler 
(1995), jika pemerintah lokal menerima suatu 
hibah maka akan dipergunakan untuk mening-
katkan pengeluarannya tanpa meningkatkan 
pajak 

Roemer dan Silvestre (2000) berpendapat 
bahwa flypaper effect secara umum dapat dipa-
hami sebagai ketidaksepadanan pengaruh pe-
ngeluaran publik dari bantuan pemerintah 
federal dan peningkatan pendapatan dengan 
jumlah yang sama. Berapapun bantuan peme-
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rintah pusat kepada pemerintah daerah harus 
memberikan pengaruh yang sama besarnya. 
Sebagai contoh adalah bahwa setiap rupiah 
yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat seba-
gai bantuan kepada pemerintah daerah, mesti-
nya memberikan pengaruh yang sama besar 
yaitu sebesar satu rupiah pada peningkatan 
pendapatan pemerintah atau masyarakat lokal. 
Bila hal ini tidak terjadi, di mana ada kecende-
rungan bahwa pengaruh pengeluaran publik 
dalam bentuk bantuan pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah tidak memberikan 
pengaruh yang sama besarnya maka hal inilah 
yang disebut flypaper effect. Interpretasi tentang 
flypaper effect ini diturunkan dari masalah 
“penumpang gratis” (free-riding) antara peme-
rintah pusat dengan pemerintah lokal. Di sini 
pemerintah lokal mendapatkan keuntungan 
dengan terus meningkatkan pengeluaran lokal 
mereka apabila pengeluaran ini dibiayai de-
ngan transfer keuangan pemerintah pusat, 
karena pemerintah lokal tidak akan sama sekali 
membayar apa-apa (gratis), sebagai share dari 
tingkat nasional. 

Dengan merilis pendapat Oates (1999), 
Legrenzi dan Milas (2002) bahwa diskusi ten-
tang flypaper effect sudah secara umum meng-
abaikan isu-isu tentang apakah pemerintah 
lokal merespons/menanggapi perubahan de-
ngan adanya transfer keuangan pemerintah 
pusat sebagai hal yang simetrik atau asimetrik, 
kendati pendekatan ini bertujuan untuk lebih 
memberikan harapan yang berarti dan berguna 
kepada masyarakat lokal. Hal tersebut mung-
kin bahwa flypaper effect hanya beroperasi da-
lam satu arah saja, yaitu yang berkenaan de-
ngan peningkatan dari pada pengurangan 
dalam transfer pemerintah pusat. Hipotesis 
semacam ini disebut “fiscal replacement” karena 
pemerintah lokal akan menempuh upaya-
upaya yang lebih tinggi untuk meningkatkan 
bentuk-bentuk penerimaan yang lain untuk 
menjamin program-program pengeluarannya. 
Alternatifnya adalah, jika flypaper effect berope-
rasi dalam dua arah (simetris), pemerintah lokal 
akan mengurangi pengeluaran mereka sebagai 
suatu konsekwensi dari pengurangan dalam 
transfer pemerintah pusat yang diterima 
(Langoday, 2006). 

Tinjauan Empirik. Menurut Thomas (2006: 

52), bantuan keuangan antarpemerintah dalam 
suatu negara sering disebut dengan transfer 
keuangan antarpemerintah (intergovernmental 
transfer=intergovernmental hibahs atau sering di-
sebut juga hibahs–in-aid), yaitu transfer dana 
dari satu tingkatan pemerintahan ke tingkat 
pemerintahan yang lain, dan kebanyakan dari 
tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke 
tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam 
suatu negara. Apabila pemerintah lokal mene-
rima hibah, maka akan dipergunakan untuk 
meningkatkan pengeluarannya tanpa mening-
katkan pajak. Terjadinya penyimpangan dari 
semestinya dalam hubungan transfer keuangan 
pemerintah pusat dengan penerimaan atau 
pengeluaran pemerintah lokal disebut flypaper 
effect; bila terjadi penyimpangan karena pening-
katan pengeluaran lebih besar dari pada pajak 
lokal dalam merespons hibah disebut fiscal 
replacement effect (Hines Jr dan Thaler,1995: 223). 

Bantuan bagi pemerintah daerah harus 
dipandang dari dua sisi, yaitu pengaruh terha-
dap pengeluaran dan juga pengaruh terhadap 
pajak dan pendapatan. Secara empirik efek 
hibah pada pengeluaran kebanyakan lebih 
besar dari pada efek terhadap pendapatan 
(Gemmell, Morrissey dan Pinar (1998:2). Per-
ubahan dalam hibah pemerintah pusat mempu-
nyai dampak yang lebih besar terhadap penge-
luaran lokal ketimbang terhadap pajak lokal. 
Penelitian Gemmell, Morrissey dan Pinar 
(1998:23) di Inggris dan Walles menunjukkan 
bahwa satu unit peningkatan dalam hibah 
menyebabkan peningkatan yang jauh lebih 
besar dalam pengeluaran lokal per kapita 
(sekitar 0,75 per unit), dibandingkan dengan 
peningkatan dalam pendapatan rata-rata (ku-
rang dari 0,2 per unit). Sedangkan menurut 
Durcan dan Smith (1996: 108), menyatakan 
bahwa tingkat hibah pemerintah pusat merupa-
kan determinan yang penting bagi tingkat 
pengeluaran pemerintah lokal. Dampak hibah 
pemerintah pusat terhadap pendapatan lokal 
dan pengeluaran lokal secara jelas dan nyata 
menunjukkan adanya flypaper effect. Hibah 
pemerintah pusat tampaknya menstimulasi 
pengeluaran jauh lebih besar dari pada pen-
dapatan lokal. 

Flypaper effect secara umum dipahami 
sebagai ketidaksamaan pengaruh pengeluaran 
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publik dari bantuan pemerintah federal dan 
peningkatan pendapatan dengan jumlah yang 
sama. Berapapun bantuan pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah harus memberikan 
pengaruh yang sama besarnya. Sebagai contoh 
adalah bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan 
oleh pemerintah pusat sebagai bantuan kepada 
pemerintah daerah, mestinya memberikan pe-
ngaruh yang sama besar yaitu sebesar satu 
rupiah pada peningkatan pendapatan pemerin-
tah atau masyarakat lokal. Bila hal ini tidak 
terjadi, di mana ada kecenderungan bahwa 
pengaruh pengeluaran publik dalam bentuk 
bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah tidak memberikan pengaruh yang sama 
besarnya maka hal inilah yang disebut flypaper 
effect (Roemer dan Silvestre, 2000: 20). 

Dalam literatur-literatur ekonomi tradisio-
nal tentang pola penerimaan dan pengeluaran 
pemerintah lokal sudah sangat menekankan 
eksistensi daripada flypaper effect. Teori ini 
menggambarkan adanya perbedaan respons 
dari pemerintah lokal yang berkenaan dengan 
perubahan dalam pendapatan sendiri dan 
dengan perubahan dalam transfer keuangan 
pemerintah pusat. Pemerintah lokal secara 
konsisten meningkatkan pengeluaran mereka 
lebih berkenaan dengan peningkatan dalam 
transfer keuangan pemerintah pusat daripada 
dengan meningkatkan penerimaan mereka 
sendiri. Tentu saja flypaper effect menggam-
barkan penyimpangan dari yang biasa (anoma-
li) dalam perilaku rational, karena transfer 
keuangan pemerintah pusat dianggap sebagai 
suatu tambahan pendapatan bagi masyarakat 
(Legrenzi dan Milas, 2002). 

Menurut Oates (1999) Legrenzi dan Milas 
(2002:2), bahwa diskusi tentang flypaper effect 
sudah secara umum mengabaikan isu-isu ten-
tang apakah pemerintah lokal merespons/ 
menanggapi perubahan dengan adanya transfer 
keuangan pemerintah pusat sebagai hal yang 
simetrik atau asimetrik, kendati pendekatan ini 
bertujuan untuk lebih memberikan harapan 
yang berarti dan berguna kepada masyarakat 
lokal. Hal tersebut mungkin bahwa flypaper 
effect hanya beroperasi dalam satu arah saja, 
yaitu yang berkenaan dengan peningkatan dari 
pada pengurangan dalam transfer pemerintah 
pusat. Hipotesis semacam ini disebut “fiscal 

replacement” karena pemerintah lokal akan me-
nempuh upaya-upaya yang lebih tinggi untuk 
meningkatkan bentuk-bentuk penerimaan yang 
lain untuk menjamin program-program penge-
luarannya. Alternatifnya adalah, jika flypaper 
effect beroperasi dalam dua arah (simetris), 
pemerintah lokal akan mengurangi penge-
luaran mereka sebagai suatu konsekwensi dari 
pengurangan dalam transfer pemerintah pusat 
yang diterima.  

Lebih lanjut, Rosen (2002:502) mengatakan 
bahwa berbagai bentuk hibahs sebenarnya 
ditujukan untuk kepentingan median voter. 
Birokrat dan legislatif hanya memainkan peran 
pasif dalam mengimplementasikan keinginan 
daripada median voter. Harus diakui bahwa 
keinginan daripada median voter adalah bahwa 
setiap rupiah yang diberikan sebagai bantuan 
harus secara mutlak/utuh diterima sebagai 
pendapatan. Namun demikian, sesungguhnya 
setiap studi menyimpulkan bahwa setiap 
rupiah yang diterima oleh masyarakat sebagai 
bantuan menghasilkan pengeluaran pemerintah 
yang lebih besar dari pada satu rupiah pening-
katan pendapatan masyarakat. Secara kasar 
dapat dikatakan bahwa satu rupiah yang diteri-
ma sebagai bantuan menghasilkan 40 sen pe-
ngeluaran pemerintah, sementara tambahan 
satu rupiah pendapatan swasta, meningkatkan 
pengeluaran pemerintah hanya 10 sen. Fenome-
na semacam ini diberi julukan flypaper effect. 

Penjelasan tentang flypaper effect berfokus 
pada aturan birokrat. Dengan merilis pendapat 
Filimon, Romer dan Rosenthal (1982), Rosen 
(2002:503) mengemukakan bahwa birokrat ber-
tujuan untuk memaksimisasi besarnya anggar-
an. Sebagai budget maximizer, birokrat tidak 
mempunyai insentif untuk menginformasikan 
kepada masyarakat tentang besarnya dana 
bantuan yang sesungguhnya diterima masyara-
kat. Dengan menyembunyikan informasi ini, 
birokrat dapat menipu masyarakat tetapi selalu 
melaporkan kepada atasan bahwa masyarakat 
menerima bantuan sesuai dengan ketentuan/ 
haknya. Menurut tinjauan ini, flypaper effect 
terjadi karena masyarakat tidak paham tentang 
kendala anggaran yang benar. Untuk mendu-
kung teori mereka, Filimon, Romer dan Rosenthal 
menulis bahwa dalam negara dengan referen-
dum langsung di mana terdapat pertanyaan 
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pembelanjaan, surat suara sering berisi infor-
masi tentang tarif pajak (tax base) tetapi jarang 
mempunyai data tentang bantuan (hibahs). 

Hasil penelitian Legrenzi dan Milas di 
Italia (2002:7) dalam kaitan dengan hubungan 
antara pengeluaran pemerintah lokal/kotama-
dya (LG), transfer dari pemerintah pusat yang 
diterima pemerintah lokal (LTR), dan pajak 
yang diterima pemerintah lokal (LTAX) telah 
menimbulkan adanya “flypaper effect”. Flypaper 
effect dalam penelitian tersebut ditunjukkan de-
ngan koefisien transfer yang positif dan tinggi 
di mana setiap 10 persen peningkatan transfer 
keuangan pemerintah pusat, akan meningkat-
kan pengeluaran pemerintah kabupaten sebesar 
7 persen. Pada sisi lain, hubungan antara pajak 
lokal dengan transfer keuangan pemerintah pu-
sat adalah positif, menunjukkan adanya ke-
mungkinan kolaborasi antara pemerintah pusat 
dan daerah; pajak daerah meningkat dengan 4,6 
persen dalam merespons 10 persen peningkatan 
transfer keuangan pemerintah pusat. Pening-
katan transfer keuangan pemerintah pusat 
tidak membawa keringanan pajak bagi masya-
rakat; peningkatan pengeluaran yang lebih 
besar daripada pajak lokal dalam merespons 
peningkatan transfer inilah yang disebut seba-
gai Fiscal Replacement Effect. Selanjutnya Rodden 
(2002:1), menyatakan bahwa transfer keuangan 
pemerintah pusat masih menjadi primadona 
sumber penerimaan bagi pemerintah daerah 
ketimbang pajak daerah. Lebih lanjut dikatakan 
bahwa konsisten dengan argumen teoritis 
dalam ilmu ekonomi kesejahteraan dan ekono-
mi politik positif, yaitu bahwa pengeluaran 
publik pemerintah lokal bertumbuh lebih cepat 
melalui intergovernmental transfer daripada de-
ngan pajak lokal. 

Hasil penelitian Thomas (2006) yang dila-
kukan di provinsi Nusa Tenggara Timur mene-
mukan bahwa transfer pemerintah pusat pada 
pemerintah daerah mempengaruhi ketimpang-
an fiskal vertikal (kemandirian fiskal). Semakin 
meningkatnya ketimpangan fiskal vertikal akan 
memberikan dampak terhadap penurunan ke-
butuhan fiskal.  

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan 
tujuan dana desentralisasi fiskal untuk mendo-
rong peningkatan kebutuhan fiskal daerah, 
dimana dana desentralisai fiskal adalah diper-

gunakan untuk membangun sarana dan prasa-
rana publik dalam bidang pemerintahan, pem-
bangunan dan kemasyarakatan. Dengan demi-
kian, sekaligus diharapkan dapat mendorong 
tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang 
selanjutnya meningkatkan kesejahteraan hidup 
masyarakat. Implikasi hasil penelitian tersebut 
bahwa peningkatan ketimpangan fiskal vertikal 
berarti terjadi penurunan ekonomi daerah dan 
kesejahteraan masyarakat. Dengan penurunan 
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berarti 
mereka belum mampu untuk membiayai kebu-
tuhan fiskal mereka.  

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Secara umum penelitian ini mengg unakan ran-
cangan penelitian penjelasan (explanatory re-
search). Penelitian ini untuk menguji secara em-
pirik hubungan dan pengaruh antara variabel-
variabel dana desentralisasi terhadap ketim-
pangan fiskal vertikal.  

Obyek Penelitian    

Penelitian ini difokuskan pada Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik dari 
sisi penerimaan maupun pengeluaran APBD 
daerah otonom Kabupaten dan Kota di Provinsi 
Jawa Timur setelah diberlakukannya UU No. 22 
Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang 
kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 
2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. 

Unit Analisis      

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabu-
paten dan kota di provinsi Jawa Timur. Pro-
vinsi ini sampai dengan tahun 2006 memiliki 30 
kabupaten dan 8 kota. Untuk kepentingan ana-
lisis agar lebih lengkap, kota hasil pemekaran, 
khususnya kota Batu dimasukkan dalam objek 
penelitian, kota ini menjadi daerah otonom 
baru sejak tahun 2001 dari hasil pemekaran 
kabupaten Malang. Dengan demikian, unit ana-
lisis penelitian ini terdiri atas 30 kabupaten dan 
8 kota. 
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Data Penelitian     

Data yang digunakan pada penelitian ini ada-
lah data sekunder. Sebagian besar data sekun-
der ini berasal dari Biro Keuangan Setda 
Provinsi Jawa Timur, Badan Pusat Statistik 
(BPS) Jawa Timur dan BPS pada masing-masing 
kabupaten dan kota.  

Definisi Operasional dan Pengukuran 
Variabel     

Definisi operasional merupakan penjelasan 
tentang bagaimana operasi atau kegiatan yang 
dilakukan untuk memperoleh data atau indika-
tor pada penelitian. Variabel penelitian ini meli-
puti dana desentralisasi dalam bentuk dana 
dana perimbangan, yaitu; DAU, DAK, dan 
BHPP; koefisien ketimpangan fiskal vertikal; 
dan Flypaper effect. Untuk mengoperasionalkan 
masing-masing variabel penelitian, maka di-
susun definisi operasional sebagai berikut: 
(1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 
(BHPP) adalah dana transfer dari pemerintah 
pusat kepada daerah otonom kabupaten dan 
kota dalam bentuk bagi hasil pajak maupun 
sumber daya alam. Pengukuran besarnya dana 
ini dinyatakan dalam satuan miliar rupiah. 
(2) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana 
transfer dari pemerintah pusat kepada daerah 
otonom kabupaten dan kota dalam bentuk block 
hibah. Pengukuran besarnya dana ini dinyata-
kan dalam satuan miliar rupiah. 
(3) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana 
transfer dari pemerintah pusat kepada daerah 
otonom kabupaten dan kota dalam bentuk spe-
cific hibah. Pengukuran besarnya dana ini dinya-
takan dalam satuan miliar rupiah. 
(4) Dana Desentralisasi (DD) adalah transfer 
keuangan yang berupa dana perimbangan dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
otonom dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak 
dan Bukan Pajak (BHPP). Dana Alokasi Umum 
(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Besar-
nya dana perimbangan ini dinyatakan dalam 
satuan miliar rupiah. 
(5) Variabel Ketimpangan Fiskal Vertikal (KFV) 
menunjukkan adanya disparitas antara kapasi-
tas/potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara 
pemerintah pusat dengan tingkat pemerintahan 
yang lebih rendah (dalam penelitian ini adalah 

pemerintah kabupaten dan kota). Pengukuran 
besarnya ketimpangan fiskal vertikal dilakukan 
menggunakan formula dari Shah dan Qureshi 
(1994), Hunter (1977), dan Hamid (2003) sebagai 
berikut: 

EXP
BHPPDAKDAUKFV 1  (1) 

di mana: KFV adalah koefisien ketimpangan 
fiskal vertikal daerah otonom, DAU adalah da-
na alokasi umum untuk periode setelah otono-
mi, DAK adalah dana alokasi khusus untuk 
periode setelah otonomi, BHPP adalah dana 
bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, 
EXP adalah total pengeluaran daerah pada 
APBD. 

Model dan Teknik Analisa Data 

Analisis pengujian penelitian ini menggunakan 
program Eviews. Menurut Winarno, W (2007), 
Eviews adalah program komputer yang di-
gunakan untuk mengolah data statistik dan 
data ekonometri. Program ini dapat digunakan 
untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 
berbentuk time series, cross section, maupun data 
panel. Data panel adalah data yang bersifat time 
series dan cross section, sehingga terdiri atas 
beberapa objek dan meliputi beberapa periode. 
Model Persamaan Untuk Mengestimasi Penga-
ruh Variabel Dana Desentralisasi terhadap Va-
riabel Koefisien Ketimpangan Fiskal Vertikal 
sebagai efek dari kebijakan desentralisasi fiskal. 

Model persamaan penelitian ini mengacu 
pada model penelitian Langoday (2006) serta 
Hamid (2003), Secara matematis koefisien ke-
timpangan fiskal vertikal (KFV) dirumuskan:  

KFV = f (DD)  (2) 

dimana: KFV adalah ketimpangan fiskal verti-
kal daerah otonom, DD adalah dana desentrali-
sasi daerah otonom. Model persamaan untuk 
mengestimasi pengaruh dana desentralisasi 
(DD) terhadap koefisien Ketimpangan Fiskal 
Vertikal (KFV) pada kabupaten dan kota diru-
muskan sebagai berikut:  

KFVit  =  0 + 1 DDit. (3) 

di mana: 0 adalah konstanta, 1 adalah koe-
fisien regresi.  
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HASIL ANALISIS DAN 
PEMBAHASAN 

Secara umum bantuan (hibahs) pemerintah pu-
sat kepada pemerintah daerah dapat dibedakan 
ke dalam dua bentuk, yaitu bantuan umum 
atau blok (general hibah/block hibah/ unconditional 
hibahs) yaitu bantuan kepada pemerintah dae-
rah yang tidak disertai dengan ikatan atau 
syarat tertentu dalam arti daerah dapat meng-
gunakan/mengalokasikannya kepada penggu-
naan-penggunaan yang dikehendaki oleh dae-
rah yang bersangkutan; serta bantuan khusus 
(specific hibahs/conditional hibahs), yaitu bantuan 
yang diberikan kepada daerah untuk menye-
diakan pelayanan atau jasa-jasa publik yang 
sudah ditentukan oleh pemerintah pusat (PAU 
UGM, 2000). 

Perbedaan kedua bantuan tersebut terletak 
pada dampak yang ditimbulkannya. Bantuan 
umum (Unconditional Hibahs) merupakan jenis 
transfer yang memberikan kebebasan (discre-
tion) bagi daerah penerima untuk mengalokasi-
kannya sesuai dengan preferensi dan prioritas 
daerah. Pengalokasian bantuan umum dimak-
sudkan sebagai dana pendukung dalam pelak-
sanaan program pembangunan yang menjadi 
prioritas daerah. Pemerintah pusat tidak terli-
bat langsung dalam menentukan pengalokasian 
bantuan tersebut. Sebaliknya apabila bantuan 
yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam 
bentuk bantuan khusus (Selective Hibahs), maka 
pengalokasiannya telah ditentukan. Penentuan 
ini bisa bersumber dari pemberi bantuan mau-
pun penerima bantuan. Bentuk bantuan ini bisa 
murni atau dibiayai sepenuhnya oleh pemberi 
bantuan tanpa melibatkan anggaran daerah 
penerima bantuan dalam bentuk tanggung 
renteng (sharing-cost). Sedangkan bantuan khu-
sus murni (Nonmatching Selective Hibahs) dituju-
kan untuk mendanai suatu program/proyek 
tertentu yang ditetapkan oleh pemberi bantuan. 
Bantuan khusus murni dilakukan dengan 
mengalokasikan sejumlah dana untuk membia-
yai suatu program/proyek tertentu, tanpa ada 
keharusan melibatkan sumber dana dari daerah 
penerima bantuan. Jenis ini sangat tepat untuk 
membiayai proyek-proyek/program pemerin-
tah pusat, misalnya program KB, imunisasi 
folio, imunisasi campak, dan sebagainya.  

Tepat tidaknya pemberian kedua bantuan 
di atas sangat tergantung pada tujuan pembe-
rian bantuan itu sendiri. Apabila tujuan pembe-
rian bantuan tersebut adalah untuk mendorong 
jenis-jenis pengeluaran tertentu oleh pemerin-
tah penerima, maka bantuan atau subsidi 
dalam bentuk conditional matching hibahs atas 
pengeluaran tersebut lebih sesuai. Jika tujuan 
pemberian bantuan adalah semata-mata untuk 
pengalihan daya beli (transfer of purchasing 
power) dari tingkat pemerintahan yang lebih 
tinggi kepada tingkat pemerintahan yang lebih 
rendah, maka bantuan dalam bentuk uncondi-
tional hibahs adalah lebih sesuai (Boadway dan 
Wildasin, 1984).  

Bantuan pembangunan dalam bentuk ban-
tuan umum, pemerintah daerah berwenang 
menentukan untuk apa bantuan itu digunakan, 
asal saja dipakai untuk sektor-sektor yang te-
pat, sesuai dengan program yang telah disetujui 
sebelumnya. Sedangkan bantuan yang bersifat 
khusus, pemerintah pusat menetapkan prioritas 
dan pembagian dana, sementara pemerintah 
daerah hanya berwenang dalam hal penentuan 
lokasi proyek dan cara melaksanakannya 
(Devas, Nick, Binder, Booth, Davey dan Kelly, 
1988). Ciri khusus yang menjadi kekuatan 
utama jenis bantuan umum adalah dapat me-
ningkatkan sumberdaya lokal, sekaligus mem-
pertahankan pilihan fiskal (fiscal choice) yang 
ada dalam kewenangan pemerintah daerah, 
Pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam 
mengalokasikan dana yang diterima ke dalam 
berbagai kemungkinan pengeluaran yang se-
suai dengan pilihan dan kepentingan daerah 
yang bersangkutan. Sedangkan menurut Shah 
(1995) terdapat empat kriteria untuk menilai 
efektifitas sistem transfer dari pusat ke daerah. 
Pertama, Pemerintah daerah harus dapat mem-
biayai seluruh pengeluarannya untuk pelayan-
an jasa publik dari sumber penerimaannya 
(revenue adequacy), baik dari sumberdaya yang 
ada maupun dari transfer tersebut. Kedua, sis-
tem transfer harus tidak mendorong terjadinya 
anggaran yang defisit. Pemerintahan di daerah 
harus tetap berusaha untuk mengoptimalkan 
pajak daerah dan mengontrol pengeluarannya. 
Ketiga, transfer haruslah berbanding lurus de-
ngan kebutuhan fiskal daerah dan berbanding 
terbalik dengan kapasitas fiskal daerah. Keem-
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pat, adanya transparansi dan dapat mewujud-
kan kestabilan (transparency and stability). Tran-
sparansi dan stabilitas berarti sistem transfer 
harus diumumkan secara terbuka dan daerah 
harus dapat memperkirakan pendapatan dae-
rahnya, termasuk dari alokasi pemerintah pusat 
untuk menyusun anggaran daerahnya. Selan-
jutnya Hamid (2003) menyatakan bahwa sistem 
transfer harus dapat digunakan untuk jangka 
waktu beberapa tahun, sehingga memungkin-
kan penyusunan perencanaan jangka panjang 
untuk tingkat lokal (Devas, 1988). 

Selanjutnya Langoday (2006) menyatakan 
bahwa bantuan keuangan antarpemerintah 
dalam suatu negara sering disebut dengan 
transfer keuangan antarpemerintah (intergo-
vernmental transfer=intergovernmental hibahs atau 
sering disebut juga hibahs–in-aid), yaitu transfer 
dana dari satu tingkatan pemerintahan ke ting-
kat pemerintahan yang lain, dan kebanyakan 
dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke 
tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam 
suatu negara. Setiap rupiah yang dikeluarkan 
oleh pemerintah pusat sebagai bantuan kepada 
pemerintah daerah, mestinya memberikan pe-
ngaruh yang sama besar yaitu sebesar satu 
rupiah pada peningkatan pendapatan pemerin-
tah atau masyarakat lokal. Bila hal ini tidak 
terjadi, di mana ada kecenderungan bahwa 
pengaruh pengeluaran publik dalam bentuk 
bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah tidak memberikan pengaruh yang sama 
besarnya. Hal ini menunjukkan adanya feno-
mena flypaper effect.  

Menurut Rosen (2002) berbagai bentuk 
hibahs sebenarnya ditujukan untuk kepenting-
an median voter, dimana birokrat dan legislatif 
hanya memainkan peran pasif dalam meng-
implementasikan keinginan daripada median 
voter. Harus diakui bahwa keinginan daripada 
median voter adalah bahwa setiap rupiah yang 
diberikan sebagai bantuan harus secara utuh 
diterima sebagai pendapatan. Namun demi-
kian, sesungguhnya setiap studi menyimpulkan 
bahwa setiap rupiah yang diterima oleh masya-
rakat sebagai bantuan menghasilkan pengeluar-
an pemerintah yang lebih besar dari pada satu 
rupiah peningkatan pendapatan masyarakat. 
Secara kasar dapat dikatakan bahwa satu 
rupiah yang diterima sebagai bantuan meng-

hasilkan 40 sen pengeluaran pemerintah, se-
mentara tambahan satu rupiah pendapatan 
swasta, meningkatkan pengeluaran pemerintah 
hanya 10 sen. Fenomena semacam ini menun-
jukkan adanya gejala flypaper effect.  

Sejak pelaksanaan desentralisasi fiskal ta-
hun 2001, dana yang dialokasikan ke daerah 
diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan, 
yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH). Dana 
Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) mengalami peningkatan. Feno-
mena peningkatan dana desentralisasi dari 
pemerintah pusat pada pemerintah kabupaten 
dan kota telah diatur dalam UU tentang 
Perimbangan Keuangan pemerintah pusat dan 
daerah. Dana-dana ini harus digunakan secara 
efektif dan efisien untuk membiayai aktifitas 
pemerintahan, masyarakat dan pembangunan. 
Adapun hasil penelitian ini dapat diuraikan 
sebagai berikut: 

Dana Perimbangan Daerah Otonom Kabupaten 
dan Kota 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa besar-
nya penerimaan dana desentralisasi dalam ben-
tuk dana perimbangan, yaitu; bagi hasil pajak 
dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana 
alokasi khusus daerah otonom sejak tahun 2003 
sampai dengan 2006 mengalami peningkatan. 
Besarnya masing-masing dana transfer tersebut 
sebagai berikut: 

(1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 
(BHPP). Hasil penelitian ini menemukan bahwa 
dana bagi hasil pajak dan bukan pajak selama 
tahun 2003 sampai dengan 2006 yang diterima-
kan pada setiap daerah otonom kabupaten dan 
kota di provinsi Jawa Timur mengalami pe-
ningkatan yang sangat besar. Rata-rata besar-
nya penerimaan BHPP tahun 2003 adalah 
Rp32.025.428 miliar. meningkat menjadi 
Rp35.641.740 miliar pada tahun 2004. kemudian 
pada tahun 2005 meningkat menjadi 
Rp41.015.341 miliar, sedangkan untuk tahun 
2006 menjadi Rp50.357.052 miliar. Histogram 
penerimaan BHPP daerah otonom kabupaten 
dan kota di provinsi Jawa Timur dapat dilihat 
pada Gambar 1.  

(2) Dana Alokasi Umum (DAU). Rata-rata peneri-
maan dana alokasi umum (DAU) pemerintah 
kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur 
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sejak tahun 2003-2006 mengalami peningkatan, 
Rata-rata penerimaan DAU pada daerah oto-
nom kabupaten dan kota di provinsi Jawa 
Timur dapat dilihat pada Gambar 2.  

Rata-rata penerimaan DAU tahun 2003 
sebesar Rp255.036.487 miliar, meningkat menja-
di Rp264.667.974 miliar pada tahun 2004, kemu-
dian naik menjadi Rp279.792.211 miliar pada 
tahun 2005, sedangkan tahun 2006 menjadi 
Rp415.683.868 miliar.  

(3) Dana Alokasi Khusus (DAK). Rata-rata peneri-
maan dana alokasi khusus (DAK) pemerintah 
kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur se-
jak tahun 2003-2006 mengalami peningkatan, 
yaitu sebesar Rp5.050.625 miliar untuk tahun 
2003, meningkat menjadi Rp6.667.482 miliar 
pada tahun 2004, naik menjadi Rp7.118.026 
miliar pada tahun 2005, serta menjadi 
Rp24.048.398 miliar untuk tahun 2006. Histo-
gram penerimaan DAK daerah otonom kabupa-
ten dan kota di provinsi Jawa Timur tahun 
2003-2006 dapat dilihat pada Gambar 3.  

Perkembangan Dana Desentralisasi pada Dae-
rah Otonom Kabupaten dan Kota 
Penelitian ini menemukan besarnya dana de-
sentralisasi yang berupa dana perimbangan 
sejak tahun 2003 sampai dengan 2006 menga-
lami peningkatan. Rata-rata penerimaan dana 
perimbangan pemerintah kabupaten dan kota 
di provinsi Jawa Timur sejak tahun 2003–2006, 
yaitu sebesar Rp292.112.541 miliar untuk tahun 
2003, meningkat menjadi Rp306.977.196 miliar 
pada tahun 2004, kemudian naik menjadi 
Rp327.925.578 miliar pada tahun 2005, serta 
menjadi Rp490.089.318 miliar untuk tahun 2006. 
Rata-rata penerimaan dana perimbangan dae-
rah otonom kabupaten dan kota di provinsi 
Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar 4.  

Perkembangan Koefisien Ketimpangan Fiskal 
Vertikal Daerah Otonom Pemerintah Kabupa-
ten dan Kota  

Hasil penelitian ini menemukan bahwa besar-
nya koefisien ketimpangan fiskal vertikal kabu-
paten dan kota di provinsi Jawa Timur sebesar 

 
 Sumber:  Data APBD Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Diolah 

Gambar 2. Dana Alokasi Umum (DAU) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi  
 Jawa Timur Tahun 2003–2006 
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 Sumber:  Data APBD Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Diolah 

Gambar 1. Bagi  Hasil  Pajak  dan Bukan Pajak (BHPP) pada Kabupaten dan Kota  
 Provinsi Jawa Timur Tahun 2003-2006 
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0,239 atau 23,9 persen pada tahun 2003, me-
ningkat menjadi 0,200 atau 20 persen pada 
tahun 2004, kemudian menjadi 0,179 atau 17,9 
persen pada tahun 2005, koefisien ketimpangan 
fiskal vertikal ini menurun menjadi hanya 0,102 
atau 10,2 persen tahun 2006. Hal ini berarti 
bahwa rata-rata kemampuan keuangan daerah 
otonom dalam membiayai kegiatan pelayanan 
publik pemerintahan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan semakin menunjukkan penu-
runan sejak tahun 2003 sampai dengan 2006.  

Dana desentralisasi memberikan dampak 
pada peningkatan kebutuhan pengeluaran lebih 
besar dibandingkan dengan dampak pada 
peningkatan kapasitas fiskal daerah. Grafik 
koefisien ketimpangan fiskal vertikal daerah 
otonom dapat dilihat pada Gambar 5.  

Berdasarkan data tersebut menunjukkan 
bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan 2006 
daerah-daerah otonom kabupaten dan kota 
semakin tergantung dengan dana transfer dari 

pemerintah pusat untuk membiayai pengeluar-
an daerah otonom.  

Pengaruh Dana Desentralisasi terhadap Koefi-
sien Ketimpangan Fiskal Vertikal Daerah Oto-
nom 

Hasil analisis pengaruh variabel dana desen-
tralisasi (DD) terhadap koefisien ketimpangan 
fiskal vertikal (KFV) yang dilakukan dengan 
metode Two-Stage Least Squares terhadap 152 
observasi didapatkan nilai koefisien determi-
nasi (R2) sebesar 0,0237. Artinya dana desen-
tralisasi (DD) hanya mampu menjelaskan pada 
variabel koefisien ketimpangan fiskal vertikal 
(KFV) sebesar 2,37 persen. Sedangkan sisanya, 
yaitu 97,6 persen dijelaskan oleh variabel lain di 
luar persamaan model persamaan. Besarnya 
koefisien korelasi (r) hubungan desentralisasi 
terhadap koefisien ketimpangan fiskal vertikal 
sebesar -0,154. Hasil analisis pengaruh dana 
desentralisasi terhadap koefisien ketimpangan 

 
 Sumber:  Data APBD Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Diolah 

Gambar 4. Dana Desentralisasi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi 
 Jawa Timur Tahun 2003-2006 

 
 Sumber:  Data APBD Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Diolah 

Gambar 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Kabupaten dan dan Kota di Provinsi  
 Jawa Timur Tahun 2003-2006 
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fiskal vertikal daerah otonom dapat dilihat 
pada Tabel 1. 

Model persamaan berdasarkan hasil ana-
lisis adalah:  
 
KFV = 0,213234 – 9,37E-11 DD (4) 
t  11,25113 -1,909581  

R2= 0,0237 r= -0,154 

Prob.  0,0000  0,0568 

 
Apabila persamaan 4 diuraikan, maka akan 

terlihat besarnya koefisien beta pada variabel 
dana desentralisasi (DD) sebesar -9,37E-11. Hal 
ini menunjukkan bahwa peningkatan dana de-
sentralisasi (DD) akan meningkatkan ketim-
pangan fiskal secara vertikal (KFV) atau pe-
ningkatan dana desentralisasi mendorong 
peningkatan pengeluaran daerah tidak seban-
ding dengan peningkatan kapasitas fiskal dae-
rah otonom. Daerah otonom semakin tergan-
tung dana transfer untuk membiayai penge-
luarannya. Pengeluaran ini terutama untuk 
belanja aparatur maupun belanja pelayanan pu-
blik daerah otonom. Tingkat keberartian penga-
ruh variabel dana desentralisasi (DD) terhadap 

variabel koefisien ketimpangan fiskal vertikal 
(KFV) secara statistik dapat diuji menggunakan 
uji-t.  

Berdasarkan hasil uji-t, variabel dana de-
sentralisasi (DD) secara statistik memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap koefisien 
ketimpangan fiskal vertikal (KFV). Hal ini ter-
bukti dari nilai t hitung sebesar -1,9096. Nilai ini 
lebih besar dari t tabel (-1,9096>-1,645) dan nilai 
probabilitas sebesar 0,0568, nilai ini lebih kecil 
dari =0,10. Dengan demikian secara statistik H1 
diterima, Artinya, hipotesis yang menyatakan “ada 
pengaruh yang signifikan dari variabel dana 
desentralisasi terhadap koefisien ketimpangan 
fiskal vertikal” dapat dibuktikan kebenarannya. 
Hasil analisis yang telah diuraikan di atas dapat 
dilihat pada Gambar 6. 

Salah satu tujuan desentralisasi fiskal 
adalah mengatasi ketimpangan fiskal vertikal 
daerah otonom. Terjadinya ketimpangan fiskal 
vertikal daerah otonom kabupaten dan kota 
disebabkan karena pemerintah pusat mengua-
sai sebagian besar pendapatan yang bersumber 
dari daerah otonom, sehingga dengan minim-
nya pendapatan daerah otonom dapat meng-
akibatkan menurunnya tingkat pelayanan 

 
 Sumber:  Data APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Diolah 

Gambar 5. Perkembangan Koefisien Ketimpangan Fiskal Vertikal pada  
 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2003-2006 

Tabel 1. Pengaruh Dana Desentralisasi terhadap Koefisien Ketimpangan Fiskal Vertikal  
 Daerah Otonom Di Jawa Timur 

Variabel Coefficients   t Sig Keterangan 
Konstanta 0,213234    
DD -9,37E-11 -1,9096 0,0568 * signifikan 

R Square (R2)  =   0,0237 
T tabel  =   1,645 

  =   0,10      

Sumber: Data sekunder diolah (2008) 
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publik, pemerintahan, pembangunan maupun 
kemasyarakatan menjadi tidak optimal.   

Pemerintah pusat telah mengambil seba-
gian besar penghasilan dari hasil eksploitasi 
sumber daya alam yang ada di daerah, terma-
suk pajak-pajak perusahaan dan penghasilan. 
Dari hasil pengumpulan tersebut kemudian 
pemerintah mengalokasikannya kembali dalam 
bentuk transfer ke daerah-daerah otonom da-
lam bentuk bantuan umum (DAU), dana aloka-
si khusus, maupun bagi hasil pajak/bukan 
pajak.      

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan 
bahwa variabel dana desentralisasi (DD) secara 
statistik memberikan pengaruh negatif secara 
signifikan terhadap koefisien ketimpangan fis-
kal vertikal pada taraf =0,10. Pengaruh negatif 
ini mengandung makna bahwa peningkatan 
dana desentralisasi membuat daerah-daerah 
otonom kabupaten dan kota semakin tergan-
tung pada transfer pemerintah pusat untuk 
membiayai pengeluarannya. Besarnya nilai koe-
fisien beta pada variabel dana desentralisasi 
(DD) sebesar -9,37E-11 yang menunjukkan bah-
wa peningkatan dana desentralisasi (DD) 
menurunkan nilai koefisien ketimpangan fiskal 
vertikal (KFV) dengan kata lain peningkatan 
dana desentralisasi diikuti penurunan koefisien 
ketimpangan fiskal vertikal (kondisi ini dapat 
dilihat pada Gambar 5).  

Peningkatan dana desentralisasi dalam 
bentuk DAU, DAK, dan BHPP yang diserahkan 
pada daerah otonom sebagai upaya menutup 
celah fiskal telah mendorong ketergantungan 
yang lebih tinggi terhadap transfer dari peme-
rintah pusat. Penurunan koefisien ketimpangan 
fiskal vertikal ini diduga terjadinya flypaper 
effect, di mana adanya dana desentralisasi telah 

mendorong pada pengeluaran daerah yang 
semakin meningkat, termasuk pengeluaran 
pada belanja modal pelayanan publik. Meski-
pun terdapat peningkatan pengeluaran belanja 
modal pelayanan publik, namun dengan ren-
dahnya belanja modal pelayanan publik terse-
but belum mampu mendorong laju pertumbuh-
an ekonomi daerah. 

Peningkatan dana desentralisasi telah men-
dorong peningkatan pengeluaran daerah, 
namun pengeluaran daerah tersebut masih se-
batas pada pengeluaran rutin (konsumsi), 
sehingga akibatnya tidak diikuti peningkatan 
kapasitas fiskal secara seimbang. Gambar 7 
menunjukkan perkembangan penerimaan PAD 
dan besarnya dana perimbangan daerah oto-
nom kabupaten dan kota di provinsi Jawa 
Timur sejak tahun 2003-2006. Rendahnya pene-
rimaan kapasitas fiskal daerah pada daerah 
otonom disebabkan karena dana desentralisasi 
diduga banyak terserap untuk membiayai 
kebutuhan-kebutuhan untuk belanja aparatur 
daerah dalam bentuk belanja administrasi 
umum dan belanja operasi dan pemeliharaan. 
Belanja tersebut terutama dalam bentuk belanja 
pegawai, belanja barang dan jasa, perjalanan 
dinas, serta belanja pemeliharaan. Meskipun, 
belanja pelayanan publik jumlahnya mening-
kat, namun peningkatan belanja pelayanan 
publik masih banyak diprioritaskan untuk 
belanja administrasi umum maupun operasi 
dan pemeliharaan, baik untuk belanja pegawai, 
belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, mau-
pun pemeliharaan. 

Besarnya belanja administasi umum, ope-
rasi dan pemeliharaan akan mengakibatkan 
menurunnya belanja modal pelayanan publik. 
Rendahnya belanja modal pelayanan publik, 
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tidak mampu mendorong pada laju pertum-
buhan ekonomi daerah, sehingga berakibat 
pada rendahnya pendapatan asli otonom. Bebe-
rapa daerah otonom yang memiliki koefisien 
ketimpangan fiskal vertikal rendah antara lain, 
kabupaten Blitar, kota Mojokerto, kabupaten 
Bojonegoro, kabupaten Situbondo, kabupaten 
Nganjuk, kabupaten Magetan, kabupaten Bang-
kalan, kota Mojokerto, serta kabupaten Jember. 
Sedangkan kabupaten dan kota yang memiliki 
koefisien ketimpangan fiskal vertikal tinggi an-
tara lain, kota Surabaya, kota Malang, kota 
Kediri, kabupaten Sidoarjo, kabupaten Gresik, 
kabupaten Trenggalek dan kabupaten Pasu-
ruan. 

Rendahnya koefisien ketimpangan fiskal 
vertikal daerah otonom menunjukkan kemung-
kinan terjadinya inefisiensi pengelolaan APBD 
daerah otonom di Jawa Timur. Fenomena inefi-
siensi ini terlihat dari banyaknya kasus-kasus 
korupsi dana APBD daerah otonom, belum lagi 
terlambatnya pengesahan APBD oleh DPRD, 
serta banyak dana-dana APBD atau dana 
desentralisasi yang disimpan dalam bentuk SBI 
(Sertifikat Bank Indonesia). Bentuk-bentuk pe-
nyimpangan anggaran daerah lainnya, misal-
nya terjadi markup anggaran dewan daerah 
otonom. 

Fenomena rendahnya penyerapan anggar-
an di Jawa Timur dapat dilihat pada instansi 
vertikal, dinas dan badan lingkungan di Peme-
rintah provinsi Jawa Timur, serta kabupaten 

dan kota. Besarnya sisa lebih perhitungan ang-
garan (SILPA) untuk tahun 2008 ini saja sebesar 
Rp18,2 triliun, yang meliputi; sisa APBD Jawa 
Timur Rp2,06 triliun, sisa APBD pada 38 
kabupaten dan kota se Jawa Timur sebesar 
Rp10,5 triliun, serta sisa anggaran instansi verti-
kal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di 
seluruh Jawa Timur sebesar Rp5,6 triliun (Jawa 
Pos, 28/11/2008). Menurut Asisten II Bidang 
Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah 
Jatim Chairul Djaelani (2008) menyatakan bah-
wa dari Rp7,3 triliun APBD Jawa Timur tahun 
2008, yang terserap baru 71 persen atau Rp5,2 
triliun. Begitu pula penyerapan APBD 38 kabu-
paten dan kota se Jawa Timur yang besarnya 
Rp32,2 triliun, sampai akhir Oktober 2008 ini 
baru terserap Rp21,6 triliun. Penyerapan teren-
dah terjadi di kota Surabaya dan kota Kediri 
sebesar 47 persen, serta kota Pasuruan 48 per-
sen, kota Blitar 56 persen, kota Batu 54 persen, 
Kabupaten Banyuwangi 57 persen, Kabupaten 
Sampang 58 persen, dan kabupaten Trenggalek 
52 persen, Rendahnya penyerapan anggaran 
pada kabupaten dan kota menurut Bupati 
Sidoarjo disebabkan karena adanya ketakutan 
pejabat daerah terhadap Komisi Pemberantasan 
Korupsi, terjadinya eskalasi harga, serta adanya 
keterlambatan penerbitan juklak dari pemerin-
tah pusat. 

Secara nasional sisa lebih perhitungan 
anggaran (SILPA) APBD kabupaten dan kota 
pada tahun 2007 besarnya mencapai Rp45 

 
              Sumber:  Data APBD Kabupaten dan Kota Diolah 

Gambar 7. Perkembangan  Penerimaan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana  
 Desentralisasi (DD) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur  
 Tahun 2003-2006 
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triliun. Hal ini jelas akan mengurangi efektifitas 
APBD dalam upaya mengurangi kemiskinan 
dan peningkatan pembangunan daerah. Oleh 
karena itu, Menteri Keuangan menekankan 
pentingnya pemda perlu memperbaiki dan 
mempercepat alokasi belanja APBD. Begitu 
pula Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu 
Mardiasmo menekankan pemerintah perlu 
mendorong percepatan penyerapan anggaran 
secara berkualitas dengan menjemput bola, 
serta tidak ada kebocoran anggaran di daerah. 

Langkah awal yang dapat dilakukan ada-
lah mempercepat pembahasan APBD agar tidak 
terjadi keterlambatan. Di sisi pemerintah pusat, 
memperbaiki mekanisme transfer ke daerah, 
“Penyerapan tetap di daerahnya. Kalau daerah-
nya tanggap maka penyerapannya tentu akan 
bagus”. Salah satu penyebab besarnya sisa ang-
garan belanja daerah adalah tingginya penem-
patan dana APBD ke instrumen SBI (Sertifikat 
bank Indonesia) melalui Bank Pembangunan 
Daerah (BPD) masing-masing. Selain karena 
penetapan anggaran belanja daerah yang ter-
lambat, investasi ke SBI juga disebabkan bebe-
rapa daerah kesulitan membelanjakan dana 
berlebih yang diterimanya. 

Perhatian utama pelaksanaan desentralisa-
si fiskal, selain pada dana perimbangan, juga 
bagaimana daerah dapat memanfaatkan dan 
mendaya-gunakan dana desentralisasi untuk 
tujuan peningkatan pelayanan masyarakat dan 
pembangunan di daerah guna mendorong laju 
pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai tujuan 
pokok pelaksanaan otonomi daerah dan desen-
tralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan dalam 
UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 yang disem-
purnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan 
UU No. 33 Tahun 2004, yaitu meningkatkan 
kesejahteraan seluruh rakyat melalui pelaksa-
naan kewenangan yang luas, nyata, dan ber-
tanggung jawab.  

Bantuan pemerintah pusat kepada peme-
rintah daerah merupakan suatu instrumen yang 
diharapkan dapat memacu pada peningkatan 
pertumbuhan ekonomi daerah. Meningkatnya 
ekonomi daerah akan meningkatkan peneri-
maan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada dae-
rah yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan 
hakekat pemerintah memberikan bantuan ada-
lah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu 

daerah. Daerah perlu memiliki keleluasaan 
dalam menggunakan dana-dana bantuan yang 
ada sehingga mempunyai dampak yang positif 
terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Adanya 
kebebasan/keleluasaan dalam menggunakan 
bantuan dari pemerintah pusat, daerah betul-
betul dapat memperioritaskan kegiatan-kegiat-
an yang dapat mendorong peningkatan ekono-
mi daerah.  

Meningkatnya dana desentralisasi yang 
didaerahkan terbukti tidak mampu menutup 
celah fiskal daerah otonom. Celah fiskal adalah 
selisih antara kebutuhan pengeluaran dan 
kapasitas fiskal yang ada di daerah otonom. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa me-
ningkatnya dana desentralisasi, semakin men-
dorong pada meningkatnya kebutuhan fiskal 
pengeluaran daerah yang lebih besar, sehingga 
koefisien ketimpangan fiskal vertikal semakin 
rendah. Kondisi ini sejalan pendapat Lewis 
(2003) yang menyatakan bahwa tidak kurang 
dari 85 persen transfer dana pemerintah pusat 
dialamatkan kepada pemerintah daerah oto-
nom untuk menutup kesenjangan fiskal. Berda-
sarkan pandangan ini, maka harapannya kon-
tribusi transfer ini semakin memberdayakan 
sumber-sumber penerimaan yang memperkuat 
kapasitas fiskal daerah sehingga kesenjangan 
fiskal menjadi semakin kecil. Hal ini bisa terjadi 
manakala tambahan peningkatan kapasitas fis-
kal lebih besar daripada tambahan peningkatan 
kebutuhan fiskal daerah otonom. Sementara 
kapasitas fiskal daerah otonom saat ini hanya 
mampu menutup pengeluaran daerah sebesar 
18 persen dari beban pengeluaran daerah. 
Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan 
pemerintah daerah untuk meningkatkan pene-
rimaan yang berasal dari sumberdaya yang 
berada dalam wilayah kekuasaannya sendiri 
(Ma, 1997). Dalam lingkup yang lebih sempit 
kapasitas fiskal sering diartikan terbatas pada 
pendapatan asli daerah, tetapi dalam lingkup 
luas meliputi juga berbagai sumber penerimaan 
yang menjadi kewenangan pusat yang ada di 
wilayah daerah otonom seperti pajak bumi dan 
bangunan PBB), bea perolehan hak atas tanah 
dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan 
orang pribadi dan pasal 21 (PPh) serta sumber 
daya alam (SDA). Berbagai sumber penerimaan 
yang menjadi kewenangan pusat tersebut 
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sebagiannya ditransfer kembali ke daerah 
otonom dalam bentuk DAU, DAK dan bagi 
hasil pajak dan bukan pajak. Kebutuhan fiskal 
daerah untuk pengeluaran merupakan jumlah 
fiskal yang diperlukan suatu daerah untuk 
membiayai seluruh aktivitas pelayanan publik 
yang sumber biayanya berasal dari kapasitas 
fiskal daerah, Apabila kapasitas fiskal daerah 
tidak cukup untuk membiayai keseluruhan 
kebutuhan fiskal daerah maka terjadi kesen-
jangan fiskal (fiscal gap) yang selanjutnya dapat 
dipenuhi dari sumber eksternal yaitu pinjaman 
daerah maupun transfer keuangan pemerintah 
pusat (Ma, 1997). Kesenjangan fiskal terjadi 
karena tidak semua objek fiskal bisa diserahkan 
ke daerah karena ada objek fiskal yang bersifat 
distorsif sehingga tetap menjadi kewenangan 
pusat. Hal tersebut bisa diatasi jika pemerintah 
daerah mempunyai kemampuan untuk me-
ngambil keputusan publik yang mendahulukan 
pelayanan publik, sehingga dapat mendorong 
peningkatan kapasitas fiskal. Berbagai indikator 
yang dapat digunakan untuk menentukan 
kebutuhan fiskal daerah antara lain adalah 
jumlah penduduk, luas wilayah, prasarana dan 
sarana umum, keadaan geografi, penduduk 
miskin, pendidikan dan kesehatan dan bebe-
rapa indikator lain yang dominan dalam wila-
yah daerah otonom yang bersentuhan langsung 
dengan pelayanan publik pemerintahan, pem-
bangunan dan kemasyarakatan. Untuk mening-
katkan kapasitas fiskal daerah, pemerintah dae-
rah sering berfikir pragmatis, dimana setelah 
dana desentralisasi fiskal diperoleh, pemerintah 
daerah masih menggali sumber-sumber penda-
patan untuk menambah kapasitas fiskal, serta 
memaksimisasi anggaran, sehingga konsekuen-
si dari hal yang demikian adalah peningkatan 
beban ekonomi warga masyarakat sebagai 
wajib pajak dan wajib retribusi. Mereka mem-
bayar dengan jumlah yang lebih besar untuk 
mencapai tingkat kapasitas fiskal yang diingin-
kan pemerintah daerah.    

Peningkatan dana desentralisasi pada dae-
rah otonom memberikan dampak pada penu-
runan koefisien ketimpangan fiskal vertikal. 
Kondisi ini merupakan bukti empiris, bahwa 
dana desentralisasi yang didaerahkan perlu 
dilakukan pengawasan, melalui peningkatan 
partisipasi publik yang lebih baik, sehingga 

dana-dana tersebut betul-betul dapat mendo-
rong pada pengeluaran-pengeluaran yang di-
butuhkan masyarakat lokal, guna mendorong 
peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan tidak 
hanya sekedar mendorong pada pengeluaran 
konsumsi semata.   

Dampak dana desentralisasi pengaruhnya 
terhadap kebutuhan pengeluaran daerah 
otonom telah dilakukan oleh Gamkhar dan 
Oates (1996), Legrenzi dan Milas (2000), serta 
Gorodnichenko (2001). Hasil penelitian Gam-
khar dan Oates di Amerika Serikat menunjuk-
kan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal 
dari pemerintah Federal kepada Negara Bagian 
selama tahun 1953-1991 mempunyai pengaruh 
yang positif dan signifikan. Penelitian lain 
dilakukan pada pemerintah kabupaten dan 
kota di Italia oleh Legrenzi dan Milas (2000) 
yang temuannya menunjukkan bahwa penga-
ruh transfer keuangan pemerintah pusat terha-
dap total kebutuhan fiskal pada 39 kabupaten 
dan kota di Italia adalah positif dan signifikan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaku-
kan di Amerika Serikat dan Italia tersebut me-
nunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kebutuhan untuk pengeluaran daerah. Hasil 
temuan tersebut sejalan dengan penelitian ini, 
meningkatnya dana desentralisasi telah mendo-
rong penurunan koefisien ketimpangan fiskal 
vertikal. Hal ini berarti bahwa peningkatan 
dana desentralisasi mendorong peningkatan 
pengeluaran daerah yang hanya mengandalkan 
dana transfer dari pemerintah pusat. Perbedaan 
dengan penelitian ini bahwa kemampuan 
variabel desentralisasi fiskal dalam menjelaskan 
terhadap peningkatan kebutuhan pengeluaran 
pemerintah daerah berbeda-beda, jika di Ame-
rika Serikat sebesar 62,0 persen, di Italia sebesar 
70,0 persen dan temuan dalam studi ini sebesar 
82 persen. Perbedaan yang demikian menun-
jukkan bahwa ketergantungan pemenuhan 
kebutuhan fiskal untuk pengeluaran belanja 
dengan mengharapkan dana desentralisasi fis-
kal pada daerah otonom di Indonesia masih 
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ame-
rika Serikat dan Italia. Ketergantungan peme-
nuhan kebutuhan untuk pengeluaran dari dana 
desentralisasi fiskal pada daerah otonom di 
Italia juga lebih tinggi daripada di Amerika 
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Serikat. Tingginya ketergantungan dana desen-
tralisasi fiskal dalam membiayai kebutuhan 
fiskal untuk pengeluaran. Jika kemandirian 
fiskal daerah dipandang sebagai salah satu 
indikator kesejahteraan, maka dapat dikatakan 
bahwa tingkat kesejahteraan di Amerika Serikat 
lebih tinggi daripada di Italia dan di Indonesia.  

Temuan peneliti lain yang berbeda dengan 
temuan dalam studi ini dan juga di AS dan 
Italia adalah temuan dalam penelitian di 
Ukraine yang dilakukan oleh Gorodnichenko 
(2001). Dalam studinya, Gorodnichenko mene-
mukan bahwa variabel desentralisasi fiskal 
mempunyai pengaruh yang positif tetapi tidak 
signifikan terhadap kebutuhan fiskal untuk 
pengeluaran pemerintah daerah di Ukraine. 
Kemampuan variabel desentralisasi fiskal 
untuk menjelaskan kebutuhan fiskal untuk 
pengeluaran daerah hanya 10,0 persen. Temuan 
seperti ini bisa terjadi oleh karena Ukraine 
adalah negara yang baru memisahkan diri dari 
Uni Soviet pada saat penelitian tersebut dilaku-
kan sehingga kesiapan institusi lokal untuk 
menjalankan desentralisasi fiskal masih mem-
butuhkan proses penyesuaian, apalagi sistem 
pemerintahan dan perekonomian sebelum itu 
sangat sentralistis (Olalonga, 2006). 

SIMPULAN 

Hasil penelitian ini menemukan masukan pen-
ting sebagai upaya perbaikan kebijakan desen-
tralisasi fiskal di masa-masa mendatang, baik 
bagi pemerintah kabupaten dan kota, pengelola 
keuangan pemerintah provinsi Jawa Timur, 
maupun pemerintah pusat.   

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
kebijakan dana desentralisasi membuat daerah 
otonom semakin tergantung pada dana transfer 
dari pemerintah pusat untuk membiayai penge-
luarannya. Di sisi lain, kebijakan dana desen-
tralisasi mendorong timbulnya flypaper effect, 
sehingga peningkatan dana desentralisasi yang 
ditransfer dari pemerintah pusat telah mendo-
rong peningkatan pengeluaran daerah otonom 
secara lebih besar dibandingkan peningkatan 
pada kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini dapat 
terjadi kemungkinan adanya asymmetri infor-
mation.  

Peningkatan dana desentralisasi telah men-

dorong pengeluaran daerah otonom menjadi 
semakin besar dibandingkan peningkatan pada 
kemampuan kapasitas fiskal daerah. Adanya 
keleluasaan daerah otonom dalam menyusun 
anggaran, serta menggunakan anggaran yang 
dimilikinya telah menyebabkan penurunan 
kemampuan kapasitas fiskal daerah, akibatnya 
daerah otonom kabupaten dan kota menjadi 
semakin tergantung pada penerimaan dari pe-
merintah pusat dalam bentuk dana desentra-
lisasi. Selain itu, terjadinya penurunan koefisien 
ketimpangan fiskal vertikal daerah otonom 
pada pemerintah kabupaten dan kota ini dise-
babkan oleh meningkatnya tugas dan tanggung 
jawab yang dilimpahkan pada pemerintah 
kabupaten dan kota sesuai sasaran kebijakan 
otonomi dan desentralisasi fiskal. 

Saran-saran. Adanya peningkatan dana 
desentralisasi dari pemerintah pusat pada 
daerah otonom kabupaten dan kota menunjuk-
kan telah terdesentralisasinya sistem pemerin-
tahan maupun perekonomian Indonesia. Ber-
dasarkan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dan 
UU No. 33 Tahun 2004, pemerintah daerah 
otonom telah memiliki keleluasan dan kewe-
nangan mengatur dana desentralisasi yang 
semakin meningkat jumlahnya. Untuk itu, 
kepala daerah dan DPRD perlu menentukan 
pola belanja, program-program, serta proyek-
proyek prioritas yang harus didanai oleh APBD 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
daerah. Pengelolaan dana-dana desentralisasi 
sebagai sumber utama pembiayaan APBD perlu 
dilakukan lebih efisien dan efektif agar 
pengeluaran APBD betul-betul menyentuh 
pada kebutuhan masyarakat lokal sesuai 
preferensi yang dibutuhkan, terutama layanan 
dasar bidang pendidikan dan kesehatan, serta 
infrastruktur. Selain itu, angka-angka penge-
luaran APBD hendaknya lebih menunjukkan 
realitas kebutuhan masyarakat lokal. 

Pemerintah daerah, Bupati/Walikota ber-
sama DPRD hendaknya dapat bekerja sama 
secara maksimal agar pengesahan APBD tidak 
molor, serta mempercepat proses pencairan 
APBD, sehingga dana-dana APBD dapat segera 
terserap untuk pelayanan publik dan pemba-
ngunan daerah. Perlu dihindari dana-dana 
yang disimpan dalam bentuk sertifikat Bank 
Indonesia (SBI).  
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Pengelolaan dana APBD hendaknya dapat 
dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga 
pemerintah daerah dan DPRD bisa koordinasi 
dan konsultasi dengan pihak penegak hukum 
untuk mewujudkan terciptanya pemerintahan 
yang bersih (good governance), sehingga di akhir 
tahun anggaran mereka tidak terjerat oleh 
kasus hukum karena korupsi. Selain itu, 
meningkatnya dana desentralisasi diperguna-
kan sebaik-baiknya untuk belanja daerah, maka 
perencanaan program maupun proyek-proyek 
daerah perlu terus diperbaiki, termasuk upaya-
upaya peningkatan kualitas aparat pemerintah 
daerah dalam menangani berbagai proyek yang 
didanai pemerintah, baik pusat maupun dae-
rah. 
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